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   BAB I  

PENDAHULUAN 

 A. Latar Belakang 

     Sejak para pendiri bangsa mencita-citakan sebuah Negara sendiri yang 

merdeka dan berdaulat, demokrasi menjadi penting dimana Negara yang akan 

berdiri di atasnya. Para fouding father ( pendiri bangsa) percaya dan menyakini, 

bahwa sistim demokrasi akan memberikan hak yang lebih luas kepada rakyat untuk 

terlibat dalam masalah-masalah publik. Dalam masyarakat demokrasi, kebebasan 

mengutarakan pendapat, dan membentuk Organisasi adalah bagian dari hak-hak 

politik warga Negara, dan bagian dari hak asasi manusia. Demikian halnya dengan 

sistim demokrasi pancasila yang kita anut. Bahwa Pancasila memberikan tempat 

yang selebar-lebarnya bagi hak politik rakyat. (Sudarto 1986:71) 

       Meskipun demikian demokrasi itu sendiri harus berjalan di atas koridor 

hukum. Itulah mengapa konsep Negara hukum ( rechstaat) menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari sistim demokrasi pancasila. Dimana kebebesan individu dalam 

mengemukakan pendapatnya harus berdiri di atas Koridor-koridor hukum, hukum 

sebagai panglima dalam proses demokrasi yang kita jalani ini. Setiap warga Negara 

dijamin hak-haknya oleh Negara, khususnya mengutarakan pendapat di muka 

umum, hal itu di jamin oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 

amandemen ke- 2). 
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        Dalam penerapannya sering terjadi bertabrakan dengan aturan hukum pidana. 

Sebagai warga Negara yang di berikan ruang hak berdemokrasi akan tersakiti 

dengan aturan hukum yang secara tidak langsung membatasi hak-hak konstitional 

kita dengan dalil melanggar  tindak pidana pencemaran nama baik. Secara 

konstisional hak-hak berbicara atau mengekspresikan diri di jamin oleh Negara, 

namun hal itu perlu adanya suatu batasan-batasan dalam mengutarakan pendapat 

agar tidak ada pihak yang dirugikan atas perbuatan itu. Salah satu contoh baru-baru 

ini ada kasus pencemaran nama baik, Florence Sihombing seorang mahasiswi dari 

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Di tetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian 

Yogyakarta, atas tuduhan penghinaan terhadap masyarakat Yogyakarta dengan kata-

kata tidak pantas di jejaring media sosial. ( jawa post, Sabtu, 30agustus 2014) 

          Di Indonesia, pasal- pasal pencemaran nama baik masih di pertahankan. 

Alasannya, Pencemaran nama baik dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat 

Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur.  Karena itu, 

pencemaran nama baik sudah di anggap suatu ketidakadilan  sebelum dinyatakan 

dalam undang-undang karena sudah melanggar kaidah sopan santun.  Bahkan lebih 

dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam 

subtansinya mengandung fitnah.  

       Pencemaran nama baik secara umum, diatur dalam Kitab Undang-Undang 

hukum pidana (KUHP) dalam bab XVI buku II dengan judul penghinaan. 

Penghinaan merupakan kumpulan dari berbagai jenis kejahatan terhadap seseorang, 

yakni menista, memfitnah, menuduh, dan lain sebagainya, baik secara lisan maupun 
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secara tulisan.(Anwar 1990: 135) dan secara khusus Undang-Undang yang mengatur 

tindak pidana pencemaran nama baik adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

         Pada tahun 2014 ini ialah tahun politik, dimana pada tahun ini diadakan 

pemilihan umum (pemilu), dari mulai pemilihan legislatif, sampai pemilihan 

Presiden Republik Indonesia yang pada tangal 9 April 2014 untuk pemilihan 

legislatif, dan pada tanggal 9 Juli 2014 kemaren pemilihan Presiden yang baru.  

Dalam proses pemilihan umum tersebut membuat suhu politik di Indonesia menjadi 

hangat, media masa secara rutin menyajikan berita- berita politik tersebut, bahkan 

media- media Internasional tidak luput dalam menyiarkan berita politik di Negara 

Indonesia. 

           Dalam hal itu sangat memungkinkan sausana politik yang tidak kondusif, 

banyak agenda kampanye-kampenye ada kampanye negatif dan kampanye hitam, 

yang menjerumuskan pada  menjatuhkan lawan politik dengan menyebarkan fitnah, 

dan tuduhan kepada lawan. Hal ini yang bisa menjadikan unsur tindak pidana 

percemaran nama baik. Hal ini dapat merugikan pihak-pihak yang menjadi korban, 

dan si korban akan mencari keadilan dengan menumpuh jalur hukum berdasarkan 

dalil-dalil tindak pidana pencemaran nama baik. 

Dalam  Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita 

temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti Qadzaf, 

fitnah, dan Ghiba.   
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Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada 

hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan 

pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan 

mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap 

manusia. Yusuf  Qardhawi menyatakan bahwa ,islam menjaga kehormatan seseorang 

dari perkataan yang tidak disukainya ketika dia tidak ada meskipun perkataan itu 

benar. ( Qardawi, 2000:372) 

 Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku qadzaf, juga 

menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan 

kehormatan manusia yaitu berupa hukuman Ta’zir yang pelaksanaan hukumannya 

diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan 

yudikatif. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam 

para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat 

kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya. 

          Di bawah ini penulis akan memberikan contoh beberapa kasus tindak pidana 

pencemaran nama baik sebagai berikut: 

1. Anton nurdin calon anggota legislatif DPRD kota Palembang dari partai demokrat 

yang melaporkan ke polresta Palembang terhadap kampanye hitam yang 

memfitnah beliau atas tuduhan selingkuh. (Palembang post, Rabu, 09 Mei 2014) 

2. Mantan ketua KPU Palembang (Eftiani), akan melaporkan sarimuda ke polda 

sumsel, atau tuduhan pencemaran nama baik, dimana sarimuda menuduh kalau 
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ketua KPU telah memalsukan tanda tangan pengesahan walikota dan wakil 

walikota Palembang. (Sumatera ekspres, Jum’at, 21 Febuari 2014) 

3. Kasus Tabloid Obor Rakyat, Bariskrim Polri menetapkan dua tersangka dari pihak 

obor rakyat, atas nama Setyardi Budiyono ( Redaksi Tabloid), dan Darmawan 

Sepriyossa (penulis). Yang di mana mereka telah menyebarkan fitnah atau 

kampanye hitam atas salah satu calon Presiden Republik Indonesia. ( Palembang 

post,  Selasa, 14 Juli 2014) 

       Dalam Negara demokrasi seperti di Indonesia, hak-hak berbicara diatur secara 

jelas, dan diberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Antara hak berbicara sering 

bertentangan dengan peraturan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana, dalam 

hal ini penulis tertarik meneliti dan menyusun. dalam penelitian ini dengan judul 

“PANDANGAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM DALAM  

MASALAH TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK” 

B. Rumusan Masalah 

          Dari latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah yang terjadi,   

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Tabulasi Batasan Dalam Mengutarakan Kebebasan Berpendapat agar 

Terhindar Dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ? 

2.  Bagaimana Pandangan  hukum  Islam tentang tindak pidana pencemaran nama 

baik ? 
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C.  Tujuan penelitian  

  Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi tujuan penelitian kita adalah : 

1. Untuk mengetahui solusi bagi permasalahan tindak pidana pencemaran nama baik 

dalam suatu bentuk  tabulasi batasan mengutarakan kebebesan berpendapat.    

2. Untuk mengetahui pandangan hukum  hukum islam terhadap tindak pidana 

pencemaran nama baik. 

C.  Kegunaan Penelitian 

Adapun penulis berharap agar penelitian ini berguna sebagai berikut: 

1.   Untuk menambah referensi, sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan 

bagi kalangan mahasiswa, dosen, dan berbagai kalangan lainnya. yang 

membutuhkan informasi tentang cara menyampaikan pendapat yang baik dan tidak 

bertentangan dengan  hukum  pidana dan hukum Islam. 

2.   Sebagai sarana Edukasi terhadap masyarakat umum, agar masyarakat 

mengetahui batasan-batasan dalam mengutarakan pendapatnya.  

E.   Penelitian  Terdahulu 

         Sepanjang pengetahuan penulis sudah di temukan karya ilmiah, yang 

membahas tentang tindak pidana berdasarkan  Undang-Undang No 9 Tahun 1998. 

Adapun studi yang pernah dilakukan ialah karya Dodi Irawan (2012), implementasi 

Undang-Undang No 9 Tahun 1998, tentang hak-hak mengutarakan pendapat dimuka 

umum.dari kesimpulannya Negara menjamin hak-hak rakyatnya untuk 

mengutarakan pendapat dimuka umum yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi 

yang baik. Selanjutnya  penelitian dilaksanakan oleh Asnawiya (2000), dengan judul 
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hukuman pencemaran nama baik berdasarkan hukum pidana dan hukum islam. 

Karya ilmiah ini menyimpulkan bahwa dari Kasus-kasus pencemaran nama baik 

sering terjadi, karena faktor ketidakpahaman masyarakat dengan aturan hukum yang 

ada. Yang menjadi jurang bagi si pelaku tersebut 

F.Metode penelitian 

Penelitian akan dilakukan dengan metode sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian  

Adapun jenis penelitian ini mengunakan penelitian hukum normatif, menurut 

Soerjono Soekanto, penelitian ini hanya mengunakan bahan Pustaka atau data 

Sekunder. (1984:52 ) 

2. Sumber data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan skunder. 

Adapun jenis data Primer sebagai data utama. Sedangkan Sekunder sebagai data 

pelengkap. 

            Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah 

1. Bahan Hukum Primer 

Menurut Soerjono Soekamto ( 1984: 52), bahan  hukum Primer adalah bahan hukum 

yang mengikat. 

Adapun bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

A. Dalam  hukum Islam 

o Al qur’an 

o Hadist 
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o Ijma’ 

                    B.  Dalam hukum formal 

o Undang-Undang Dasar 1945. ( amandemen ke-4) 

o Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP) 

o Undang-Undang No 11 Tahun 2008. (Tentang Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik). 

o Undang-Undang No 9 Tahun 1998. (Tentang Undang-Undang mengutarakan 

pendapat dimuka umum). 

o Undang-undang No 39 Tahun 1999. ( Tentang Hak asasi Manusia). 

2. Bahan Hukum Sekunder 

          Menurut Soerjono Soekamto. (1984: 52) bahan  hukum Sekunder yaitu, bahan 

hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer. Adapun bahan 

hukum Sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: Peraturan Pemerintah 

No 82 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE), Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 ( Tentang 

keputusan uji materi Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP), dan hasil penelitian atau hasil 

karya dari kalangan hukum. 

            3.   Bahan hukum Tersier 

           Menurut Soerjono Soekamto. (1984: 52) bahan hukum Tersier adalah bahan 

hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

Primer, dan Sekunder.  Adapun bahan hukum Tersier yang dimaksud adalah: Kamus 

(Hukum), Ensiiklopedia, Indeks komulatif, dan seterusnya. 
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               Teknik  Pengumpulan Data  

        Menurut Soerjono Soekamto (1984: 201) dalam penelitian lazimnya ada tiga 

Teknik pengumpulan data: 1. Teknik Studi Dokumen atau Bahan Pustaka, 2. Teknik 

Pengamatan atau Observasi, 3. Teknik Wawancara. Adapun Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi  Dokumentasi, yang 

mengumpulkan data melalui Studi Kepustakaan, meneliti dengan cara membaca, 

mengkaji, dan menganalisa materi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti dalam penelitian ini.  

  Teknik Analisis Data 

        Data dalam penelitian ini penulis mengunakan Metode Kwalitatif yaitu suatu 

tata cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif Analitis, yaitu dalam 

penelitian ini, penulis setelah mempelajari data-data yang secara utuh kemudian 

dikumpulkan dan di catat, maka dapat ditarik suatu kesimpulan berupa penguraian 

yang bersifat umum kemudian di simpulkan menjadi data yang bersifat khusus, 

(Soerjono Soekamto, 1984: 250) 

 


